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WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR  04  TAHUN  2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TUAL TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

Menimbang		:	a. 	bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Provinsi Maluku;
1. bahwa sesuai pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Tual perlu ditetapkan denganPeraturan Daerah;
1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tual tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tual Tahun 2013-2018.
Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1645);
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4747);
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara                Republik Indonesia Nomor 5234);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 4593);
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 4833);
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008  tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
1. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 23); 
1. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor  4046);
1. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kota  Tual Nomor  6072).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTAN TUAL
Dan
WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	:	PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TUAL  TAHUN 2013-2018.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kota Tual;
1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
1. Walikota adalah Walikota Tual;
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Daerah lain di Lingkungan Pemerintah Kota Tual.
1. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
1. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
1. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
1. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DAERAHKOTA TUALTAHUN 2013-2018

Pasal 2
1. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota hasil Pemilihan Walikota yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2013.
1. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
0. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna menyusun Rencana Kerja  Pemerintah Daerah (RKPD);
0. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 3
SKPD melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Pasal 4
SKPD dan Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala BAPPEDA Kota Tual dalam menyusun Rencana Strategis SKPD dan RPJM Daerah Kota Tual.

Pasal 5
Kepala BAPPEDA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6
1. Sistematika RPJM Daerah Tahun 2013-2018 disusun sebagai berikut:
1. BAB I	Pendahuluan;
1. BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah;
1. BAB III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan;
1. BAB IV	Analisis Isu-Isu Strategis;
1. BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
1. BAB VI 	Strategi dan Arah Kebijakan;
1. Bab VII	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
1. Bab VIII	Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan;
1. Bab IX	Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
1. Bab X	Kaidah Pelaksanaan dan Ketentuan Peralihan.
1. Isi beserta uraian terinci RPJMD Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertuang dalam Naskah RPJM Daerah Tahun 2013-2018 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi SKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam menyusun Keputusan Kepala SKPD, Camat dan Lurah tentang Rencana Strategis /RPJMD Kelurahan/Desa.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.
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	WALIKOTA   TUAL,



MAHMUD MUHAMMAD TAMHER


	Diundangkan di Tual
pada tanggal       Mei 2014
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ALI WAFIE RAHAYAAN
	




LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR  04  TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KOTA TUAL TAHUN 2013-2018

I. UMUM
	RPJM Daerah Kota Tual merupakan dokumen perencanaan Kota Tual untuk Periode 5 Tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Tual dalam meyelenggarakan pemerintahan, pengolahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
	Penyusunan RPJM Daerah ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Daerah Provinsi Maluku dan RTRW Kota Tual.
	RPJM Daerah digunakan sebagai pedoman penetapan Rencana Strategis SKPD dan Penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1	
Cukup Jelas.
Pasal 2	
Cukup Jelas.
Pasal 3	
Cukup Jelas.
Pasal 4	
Cukup Jelas.
Pasal 5	
Cukup Jelas.
Pasal 6	
Cukup Jelas.
Pasal 7	
Cukup Jelas.
Pasal 8	
Cukup Jelas.
Pasal 9	
Cukup Jelas.
Pasal 10	
         Cukup Jelas.
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